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ANALISA PRAKTIK KAWIN MARLOJONG MENURUT ASAS 

KERELAAN PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM STUDI 

KASUS DI DESA MAHATO 

 

 

Hamka 

 

ABSTRAK 

Penelitianl ini bertujuanl untuk mengetahuil penyebab yang 

melatarbelakangi praktik kawin l Marlojong di Adat Mandailing, danl untuk 

mengetahuil Analisa Praktik Kawin Marlojong Menurut Asas Kerelaan 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Mahato. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, 

menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan 

secara studi pustaka (literature research), dan teknik analisa data penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data-data informasi 

kemudian diolah untuk ditarik menjadi kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab yang 

melatarbelakangi praktik kawin Marlojong di Desa Mahato yaitu, padal umumnya 

karenal orangtua tidakl menyetujui jodohl pilihan lanaknya. Selain itu juga karena 

tidak adanya uang untuk membayar mahar maka orang tersebut melakukan kawin 

marlojong. Selain itu Analisa Praktik Kawin Marlojong Menurut Asas Kerelaan 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Mahato yaitu, 

Perkawinan marlojong memiliki makna yang negatif, yaitu syarat perkawinan 

tidak terpenuhi seluruhnya menurut ketentuan l hukum yangl berlaku dil Indonesia. 

Misalnya dalam praktik perkawinan marlojong kerap kali yang bersangkutan baik 

itu dari pihak laki laki maupun perempuan tidak mempunyai wali. Pelaksanaan 

kawin marlojong dil Desa Mahatol Kec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau, 

bertentanganl dengan hukuml Islam, lkarena, dalaml tradisi tersebutl orang tual 

membolehkan anakl gadis pergil keluar rumahl yang ditemanil dengan temanl 

akrabnya danl saudarinya (melakukanl perjalanan) ataul bersama llaki-lakil asing 

(lajnabi) tanpal ditemani lmahram. lSementara, dil dalam Islaml ditegaskan bahwal 

seorang perempuanl yang keluarl rumah (lperjalanan) harusl bersama denganl 

muhramnya. 

Kata Kunci : Analisa, Kawin Marlojong, Asas Kerelaan, Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). 
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AN ANALYSIS OF THE MARLOJONG MARRIAGE PRACTICE 

ACCORDING TO THE MARRIAGE WILLINGNESS PRINCIPLE AND 

THE COMPILATION OF ISLAMIC LAWS 

A CASE STUDY IN MAHATO VILLAGE 

 

HAMKA 

ABSTRACT 

This research aimed to find out the causes behind the practice of 

Marlojong marriage in the Mandailing Tradition and to analyze the Marlojong 

marriage practice according to the marriage willingness principle and the 

compilation of Islamic Laws, a case study in Mahato Village. 

This research was empirical normative legal research, using data collection 

techniques by means of interviews and literature research. Data analysis 

techniques in this study used a qualitative approach i.e., collecting information 

data and then processing it to draw conclusions. 

The results of this study indicated that the reason behind the practice of 

Marlojong marriage in Mahato Village was that, in general, parents did not 

approve of the brides or grooms of their children's choice. Another reason was 

that there was no money to pay the dowry. In addition, an analysis of the 

Marlojong marriage practice according to the principle of willingness marriage 

and the compilation of Islamic law, a case study in Mahato village, Marlojong 

marriage had a negative meaning, namely that the conditions for marriage were 

not entirely fulfilled according to the legal provisions applicable in Indonesia. For 

example, in Marlojong marriages, both the male and female parties often did not 

have legal guardians. The implementation of Marlojong marriage in Mahatol 

Village, Kec. Tambusail Utara, Rokan Hulu Regency, Riau, was against Islamic 

law. Because, in this tradition, parents allowed girls to go out escorted by their 

close friends and sisters (in traveling) or with foreign men (lajnabi) without being 

accompanied by a mahram (a family member with whom marriage would be 

considered permanently unlawful). Meanwhile, Islam emphasizes that a woman 

who leaves the house (traveling) must be escorted by her mahram. 

 

Keywords: Analysis, Marlojong Marriage, Willingness Principle, The  

Compilation of Islamic Laws 
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A. PENDAHULUAN 

 

Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan pasangan untuk 

menjalani kehidupannya sehari-hari. Setiap makhluk diciptakan untuk saling 

melengkapi satu sama lain. Perkawinan (pernikahan) menjadi upaya 

menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi pasangan hidup. Oleh karena 

itu, perkawinan yang akan dilakukan manusia harus mengikuti ketentuan-

ketentuan yang berlaku, baik aturan agama, aturan negara, termasuk adat 

setempat yang dijunjung tinggi masyarakat. Adanya pengaturan ini semata-

mata karena ikatan suci kedua pasangan dalam rangka untuk mendapatkan 

kebahagiaan yang kekal (Rangkuti, 2020, p. 1). 

Pernikahan merupakan perjanjian luhur manusia dengan pasangannya. 

Ikatan suci dalam bahasa fikih nikah disebut mitsaqan ghalidhan, yaitu 

perjanjian yang sangat kuat untuk melaksanakan ibadah dan perintah Allah. 

Pernikahan juga merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia, karena 

keharmonisan keluarga dapat ditegakkan sesuai dengan nilai agama dan 

kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Dari pernikahan akan memiliki 

anak dan cucu untuk menjadi penerus generasi berikutnya. Menurut Bab II, 

Pasal 2, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam (disebut KHI) disebutkan bahwa perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah” (Aulia et al., 2021, p. 7). 

Perkawinan sebagai penyatuan dua insan manusia. Manusia yang awalnya 

tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan persaudaraan, dengan akad 
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nikah kemudian menjadi keluarga besar yang dihasilkan dari perkawinan. 

Penyatuan dua insan menjadi sakral dan mulia karena adanya akad nikah. 

Pernikahan adalah ibadah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Saw., 

walaupun sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Maksud dan tujuan perkawinan 

bukan hanya untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk memuliakan 

manusia dengan makhluk lain (Rangkuti, 2020, p. 3). 

Perkawinan di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur yaitu Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut UU Perkawinan). Pasal 1 

UU Perkawinan menyatakan bahwa:  

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. 

 

Perkawinan merupakan perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, 

artinya diantara mereka (para pihak) menjadi terikat untuk bertindak dalam 

pola tertentu, atau melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan 

tindakan tertentu. Dalam hal ini kausa dari perjanjian (ikatan perkawinan) 

dapat dilakukan apabila diantara calon pasangan tidak ada hal yang 

menghalangi untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian terhadap 

calon mempelai yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka oleh 

hukum dianggap telahl memenuhil syaratl obyektifl daril sahnyal lperjanjian. 

Sebaliknyal apabilal bagil calonl mempelail yangl tidakl memenuhil lsyarat-syaratl 

lperkawinan, berartil bagil merekal olehl hukuml dianggapl tidakl memenuhil 

syaratl obyektifl daril sahnyal lperjanjian, denganl demikian perkawinannyal 

tidak dapatl dilangsungkan (Subekti, 2010, p. 334). 
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Sejak UU Perkawinan berlaku, maka ikatan perkawinan seorang laki-laki 

bersama seorang perempuan bisa diakui menjadi suami istri yang sah. 

Perkawinanl dinyatakan sahl apabila telahl memenuhi lsyarat-syaratl yang 

ditentukanl oleh lundang-lundang, baikl syarat internl maupun syaratl ekstern. 

Artinyal pria danl wanita tersebutl telah matangl jiwa raganyal dan telahl mampu 

secaral materi untukl menopang keberlanjutanl kehidupannya, sertal telah 

memenuhil ketentuan agamal yang dianutl dan lundang-undangl yang berlaku  

(Sudarman, 2009, p. 2). 

Bagil umat Islaml perkawinan tidakl hanya dianggapl sakral, tetapil juga 

bermaknal ibadah, karenal kehidupan berkeluargal selain melestarikanl 

kelangsungan hidupl anak lmanusia, jugal menjamin stabilitasl social danl 

eksistensi yangl bermartabat bagil laki-lakil dan lperempuan. Perkawinanl 

mempunyai tujuanl yang agungl dan motifl yang lmulia, karenal perkawinan 

merupakanl tempat persemaian lcinta, kasihl sayang sertal hubungan timball 

balik yangl mesra antaral suami danl istri (Santoso, 2016, p. 426), sebagaimanal 

dijelaskan al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21: 

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan 

dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan 

mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya 

setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-

Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan 

sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu 

agar terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi 

kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah 

yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara 

yang benar pula”. 

 

Mengingat sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di 

Indonesial berbeda-lbeda, makal terdapat lbentuk-bentukl perkawinan yangl 
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berbeda-lbeda. Perkawinanl dalam artil “perikatan adat” ialahl perkawinan yangl 

mempunyai akibatl hukum terhadapl hukum adatl dan berlakul dalam 

masyarakatl yang lbersangkutan. Akibatl hukum inil telah adal sejak 

perkawinanl terjadi, yaitul misalnya denganl adanya hubunganl pelamaran yangl 

merupakan “rasah sanak” (hubunganl anak-lanak, bujangl gadis) danl “rasah 

tuha” (hubunganl antara keluargal dari paral calon suamil istri). Menurutl 

hukum adatl lokal perkawinanl bukan hanyal merupakan perbuatanl sosial, 

lkultur, lmagis-religius tetapil juga perbuatanl hukum. Perbuatanl sosial artinya 

secara sosiologis perkawinanl mengikat semual unsur dalaml kehidupan lsosial, 

baikl individu maupunl masyarakat. Disebutl magis-religiusl karena dalaml 

perkawinan melibatkanl roh leluhurl dan agamal (Dalimunthe, 2016, p. 4). 

Di kalangan masyarakat adat sistem patrilineal pada umumnya menganut 

bentuk “perkawinan jujur” seperti, (Batak, Pasemah, Palembang, dan 

Lampung). Juga masyarakat  patrilineal alternerend dan matrilineal yang 

mana bentuk pernikahan yang mereka anut berdasarkan garis keturunan atau 

semenda, sedangkan dalam masyarakat adat parental menganut bentuk 

perkawinan mentas (Dalimunthe, 2016, p. 5) . 

Perkawinan merupakan ritual yang sangat krusial bagi masyarakat Batak 

Angkola-Mandailing, karena perkawinan merupakan salah satu bentuk proses 

pendewasaan bagi dua insan yang ingin melangsungkan perkawinan. Secara 

tidak langsung orang yang telah kawin nantinya akan menerima hak-hak dan 

kewajiban yang diberikan oleh adat. Perkawinan bukanlah semata mata 

penyatuan dua insan yakni seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, 

lebih dari itu perkawinan merupakan penyatuan antara dua keluarga besar 
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yang terjadi akibat adanya pelaksanaan adat melalui akad nikah dan 

perkawinan. Dari pelaksanaan perkawinan kedua insan tadi diharapkan 

nantinya akan membuat keturunan yang selanjutnya dibutuhkan untuk 

meneruskan marga dari kedua kelurga besar yang bersangkutan. Sehingga 

setiap keputusan-keputusan krusial wajib melibatkan unsur-unsur dalihan na 

tolu (Azhari Riyaldi S, 2017, p. 95). 

Praktik perkawinan kerap kali kurang mendapatkan persetujuan baik itu 

dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, sementara mereka sudah 

membangunl sebuah komitmenl untuk hidupl bersama. Sebisa mungkinl mereka 

akanl berusaha agarl hubungan merekal mendapat restul dari kedual belah 

lpihak. Dan sekiranya usaha mereka tidak membuahkan hasil yaitu 

persetujuan kedual belah pihakl tidak menutupl kemungkinan merekal akan 

mengambil keputusan dengan cara kawin marlojong (Azhari Riyaldi S, 2017, 

p. 97). 

Kawin marlojongl (kawinl Marlojong) adalahl seorang perempuan yang 

dibawal Marlojong olehl pasangannya laki-laki untuk menikah tanpa izin dari 

orang tuanya. Akan tetapil kawin marlojongl hanya dikenall dalam adatl istiadat 

dil suatu ldaerah, misalnyal di daerahl Mandailing lNatal. Praktek kawin 

marlojong memang sudah sering terjadi. Bentuk l perkawinan yangl demikian 

sudahl lama dikenall dalam masyarakatl adat Mandailing, danl hal yangl 

demikian bukanl lagi hall yang mengejutkan karenal sudah banyakl orang 

lmelakukannya. Namunl dalam kawin marlojong seringl ditemui berbagail 

masalah, baikl sebelum danl sesudah dilangsungkannyal perkawinan. lMasalah-

masalahl tersebut bisa datangnya dari l keluarga maupun jugal masyarakat 
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(Nasution, 2019, pp. 1–2). 

Kawinl Marlojong yangl dilakukan dil masyarakat menghindarkanl diri daril 

berbagai keharusanl sebagai akibatl bentuk kawinl Marlojong denganl tidak 

adanyal pelamaran ataul peminangan ataul juga menghindarkanl diri daril 

rintangan-rintanganl yang datangnyal dari orangl tua. Akibatl dari kawinl 

Marlojong inil membawa akibatl yang tidakl baik karenal kita lihatl dari 

fenomenal kawin Marlojongl bukanlah peristiwal yang dianggapl luar biasal 

bagi lmasyarakat. Akanl Tetapi padal dasarnya kawinl Marlojong memberikanl 

dampak negatifl bagi pasanganl yang melakukanl perkawinan tersebutl  (Aulia 

et al., 2021, p. 7). 

lAsas-asasl tentang perkawinanl mencakup segalal sesuatu yangl 

berhubungan denganl perkawinan yangl antisipatif dan fleksibel terhadap l 

perkembangan danl tuntutan lzaman. Tidak hanya Undang-Undang 

Perkawinan, tetapi Kompilasi Hukum Islam juga terdapat asas hukum di 

dalamnya salah satunya asas persetujuan (Hudafi, 2020, p. 175). Tidak boleh 

ada paksaan dalam melangsungkanl perkawinan. Asasl persetujuan terdapatl di 

Pasal l16-17l KHI. Perkawinanl atas persetujuanl calon lmempelai. Dapatl 

berupa: pernyataanl tegas danl nyata. dgnl tulisan, lisanl atau isyaratl yg mudahl 

dimengerti ataul diam. Sebeluml berlangsungnya perkawinanl Pegawai 

Pencatatl Nikah menanyakanl lebih dahulul persetujuan calonl mempelai dil 

hadapan dual saksi lnikah. Bilal tidak disetujuil oleh salahl seorang calonl 

mempelai makal perkawinan itul tidak dapatl dilangsungkan.  
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B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apa penyebab yang melatarbelakangi praktik kawin Marlojong? 

2. Bagaimana Analisa Praktik kawin Marlojong menurut asas kerelaan 

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 

 

 

C. PEMBAHASAN 

ANALISA PRAKTIK KAWIN MARLOJONG MENURUT 

ASAS KERELAAN PERKAWINAN DAN KOMPILASI 

HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA MAHATO 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Keadaan Fisik Wilayah 

a. Luas Desa: 131 Kilo meter persegi. 

b. Batas Administrasi: 

1) Sebelahl Utara berbatas denganl Kabupaten Rokanl Hilir danl 

Propinsi Sumateral utara. 

2) Sebelahl selatan berbatas denganl Desa Suka Damai dan Desa 

Mahato Sakti. 

3) Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Rantau Sakti dan Desa 

Mahato Sakti 

4) Sebelah Barat berbatas dengan desa Tanjung Medan dan Mahato 

Sakti  

c. Kependudukan 
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Desa Mahato memiliki jumlah Dusun dengan 84 RT, dan 42 RW 

penduduk sebagaian besar adalah petani dengan jumlah Jiwa 35.000 

Orang. 

d. Areal kerja Hutan Desa  

Daerah yang diajukan untuk Areal Hutan Desa Adalah kawasan yang 

termasuk dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi terbatas 

mahato kanan. Kawasan yang diajukan lebih dikenal sebagai daerah 

rawa seribu, karena kawasan tersebut sebagian besar tergenang di 

musim hujan dan mengering dan tinggal rawa-rawa kecil yang berisi 

air dan banyak jumlahnya sehingga disebut rawa seribu. Sebagian 

kawasan masih berhutan namun sebagian lain telah pernah dirambah 

dan diambil kayunya oleh masyarakat dan sebagian lain terdiri atas 

semak belukar bekas terbakar dan sebagian telah pula ada yang 

ditanami karet dan sebagian kecil tanaman kelapa sawit. Total luas 

kawasan hutan yang diusulkan untuk mendapatkan Hak Pengelolaan 

Hutan Desa adalah seluas 21.942.53 Ha. 

e. Topografi 

Areal Kerja Hutan Desa yang diusulkan menjadi Hutan Desa memiliki 

topografi dataran Rendah. Kelerengan kawasan umumnya adalah datar 

dan landai, dan merupakan kawasan kanan kiri sungai mahato. 

f. Iklim 

Kawasan Hutan Produksi terbatas Mahato Kanan memiliki tipe Iklim A 

(Schmidt dan Ferguson) dengan curah Hujan Rata-rata 26 mm per 

tahun dengan suhu udara minimum 22 derajat celcius hingga 32 
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derajat celcius dengan kelembaban udara 60 % hingga 70 %. 

g. Tanah  

Tanah areal kerja Hutan Desa yang diusulkan memiliki tanah dengan jenis 

podsolik  merah kuning, latosol dan litosol (Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Firiadi selaku Kepala Desa Mahato pada 

tanggal 19 November 2022). 

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat  

 Desa Mahato yang berada didaerah perbatasan Kabupaten (dengan l 

kabupaten Rokanl Hilir) danl perbatasan dengan Propinsil Sumatera Utaral 

merupakan daerah yang luas dan ramai penuh dengan dinamika. Sebagaian 

besar mata pencaharian masyarakat Desa Mahato adalah petani ladang, 

penoreh karet dan perkebunan kelapa sawit sebagian juga ada buruh tani, 

peternak, tukang, nelayan sungai, pegawai negeri sipil dan sebagian 

berdagang. 

 Berkebun merupakan mata pencaharian terbesar, dari dahulu sampai 

sekarang kebun merupakan sumber utama dan zaman dahulu adalah kebun 

Karet pada saat ini berangsur-angsur mengandalkan kebun Kelapa Sawit. 

 Penduduk desa mahato yang berada di perbatasan membuat banyak suku 

dan latar belakang kehidupan. Suku melayu merupakan suku asli Desa 

mahato, namun perpindahan penduduk didaerah perbatasan membuat 

penduduk beragam suku mendiami daerah mahato yaitu Suku Jawa, 

Sunda, Batak dan Mandailing. 

 Agama masyarakat Desa Mahato Sebagian Besar memeluk Agama Islam, 

khususnya masyarakat Melayu dan sebagian masyarakat Batak beragama 
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Kristen Katolik dan Kristen Protestan (Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Firiadi selaku Kepala Desa Mahato pada tanggal 19 

November 2022). 

B. Penyebab yang Melatarbelakangi Praktik Kawin Marlojong  

Perkawinanl adalah salahl satu peristiwal yang sangatl penting dalaml 

kehidupan lmasyarakat. Perkawinanl bukan sajal menyangkut kehidupanl kedua 

orangl yang lkawin, akanl tetapi jugal menyangkut lorangtuanya, bahkanl lebih 

luasl lagi menyangkutl seluruh lkeluarga. Padal umumnya perkawinanl 

didahului denganl lamaran. Namunl demikian lamaranl ini barul mengikat 

setelahl diberi/tuhorl (masl kawin). Adakalanyal perkawinan tidakl didahului 

denganl lamaran, yaitul pada saatl laki-lakil dan perempuanl meMarlojongkan 

diril bersama-samal (kawinl Marlojong) (Nasution, 2019, p. 81)  

Kawinl Marlojong yangl sering terjadil di tengahl masyarakat di Desal 

Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Riau dilakukanl oleh dual 

sejoli yangl memiliki hasratl yang kuatl untuk lmenikah. lMasing-masingl sudah 

salingl mengenal, danl keduanya lsama-samal suka sertal berjanji untukl hidup 

selalul bersama. Namunl ketika inginl mewujudkan perkawinan adal beberapa 

Penyebabl yang menjadil penghalang baikl dari pihakl laki- lakil maupun daril 

pihak lperempuan. Adapunl Penyebab-Penyebabl yang dimaksudl adalah 

sebagail berikut: 

1. Tidakl adanya restul dari pihakl keluarga 

Hall yang demikianl adakalanya daril pihak keluargal si perempuanl 

dan adakalanya daril pihak keluargal laki-lakil dan jugal perempuan ketikal 

mereka masihl dalam tahapl perkenalan. Sikapl orangtua misalnyal marah-
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marahl atas hubunganl mereka. Bahkanl adanya penegasanl langsung daril 

orangtua atasl ketidaksetujuannya sudahl ia sampaikanl kepada anaknyal 

baik yangl laki-lakil maupun yang perempuan. 

Tidakl ada restul dari orang tua baikl dari pihakl si perempuanl atau 

pihakl dari keluargal si llaki-llaki. Danl hal tersebutl pada dasarnyal sudah 

diketahuil si llaki-lakil dan perempuanl ketika merekal dalam tahapl 

perkenalan, inil ditandai misalnyal dengan sikapl orangtua yangl marah-

marahl atas hubunganl mereka ataul tidak menyukail si llaki-

llaki/perempuanl atas hubunganl mereka. Bahkanl dengan penegasanl 

langsung daril orangtua kepadal anaknya llaki-lakil maupun perempuanl 

atas ketidaksetujuannyal terhadap hubunganl tersebut.  

Yangl menjadi sebabl tidak disetujuinyal perkawinan yangl akan 

diwujudkanl oleh llaki-lakil dan perempuanl yang terjadil di Desal Mahato, 

lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riaul karena tidakl sesuainya 

pasanganl yang dipilihl dengan harapanl dan keinginanl dari lorangtua. 

Seperti yang dikatakan oleh pak Rambe dengan penulis pada saat 

wawancara yaitu: 

“Alasan kami melakukan kawin Marlojong atau kawin 

marlojong adalah karena pekerjaan saya dulu adalah supir dan 

ingin cepat-cepat nikah namun saya tidak ada biaya akhirnya saya 

melakukan kawin marlojong. Selain itu kenapa masyarakat lebih 

memilih kawin marlojong karena alasan yang banyak ditemui yaitu 

karena Penyebab ekonomi pastinya dan tidak direstui oleh orang 

tua.” (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rambe selaku 

orang yang melakukan kawin marlojong dil Desa lMahato, lKec. 

Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau pada tanggal 26 

November 2022). 

 

 

Bersadarkan penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan 
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bahwa Penyebab tidak diretuinya oleh pihak keluarga laki-laki dan 

perempuan melakukan kawin marlojong adalah salah satunya Penyebab 

ekonomi yang kurang memadahi. 

2. Tidakl Sanggup Memberil Mahar Yangl Diminta 

 Suatul kebiasaan dil tengah masyarakatl Di Desal Mahato, lKec. Tambusail 

Utara, lKab. Rokanl Hulu, Riau yangl menentukan maharl dan lbiaya-

biayal pernikahan lainnyal adalah keluargal si lperempuan. Penentuanl 

tersebut disampaikanl pada acaral diadakannya mufakatl (lmarpokat) 

antaral kedua belahl pihak keluargal setelah diterimanyal pelamaran. 

Semual orangtua menginginkanl pernikahan anakl perempuannya 

dilangsungkanl dengan lmeriah. Olehl karena litu, sebeluml penentuan 

lmahar, orangtual si perempuanl telah memperhitungkannya l terlebih 

dahulul jumlah yangl akan ldibutuhkan. 

 Dalaml Bahasa lsehari-haril kata kawinl marlojong inil sering disebutl 

dengan lmarlojong. Berdasarkanl etimologinya, katal marlojong berasall 

dari awalanl mar yangl berarti “lber” alu melekatl pada katal lojong yangl 

berarti “lMarlojong”. lJadi, katal marlojong berartil “lberMarlojong”. 

Kemudianl kata marlojongl berkembang artinyal menjadi “kawinl 

Marlojong”. Menurutl masyarakat dil Desa lMahato, lKec. Tambusail 

Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau, marlojongl “kawinl Marlojong” inil 

merupakan satul perkawinan yangl dapat diterimal dalam adatl istiadat. 

  

 Perkawinanl marlojong inil dilaksanakan tanpal 

sepengetahuan/persetujuanl orang tual perempuan. Adal juga yangl 
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menyebut marlojongl ini denganl dua istilahl lain yaitul mambaenrohana 

danl marlojongtakko-ltakkomata. Istilahl mambaenrohana terdiril atas 

dual kata. lPertama, katal mambaen yangl berasal daril kata baenl yang 

berartil “lbuat” denganl mendapat awalanl mam yangl berarti “lber”. 

lKedua, katal rohana pulal yang berasall dari katal roha yangl berarti 

“lhati” danl akhiran “lna” yangl berarti “lnya”. lJadi, ungkapanl 

mambaenrohana berartil “berbuatl hatinya” yangl mengandung 

pengertianl “menurutkanl kata lhatinya”. (Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Khalidah Ustman selaku Ketua Adat dil Desa lMahato, 

lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl Hulu, Riau pada tanggal 19 

November 2022). 

 Istilah marlojongtakkotakkomata pulal berasal daril kata marlojongl 

“lberMarlojong”, ltakko-takkol yang berartil “lcuri-lcuri” danl mata 

yangl juga berartil “lmata”. Sehinggal istilah marlojongl takkotakko 

matal ini berartil “berMarlojongl curi-curil mata”. Kemudianl dalam 

lperkembangannya, artil istilah marlojongl takko-takkol mata inil 

berubah menjadil “lmencuri, tetapil dilihat/ldiketahui”. lMaksudnya, 

marlojongl “kawinl Marlojong” sepertil ini disetujuil sebagian keluargal 

dan sebagianl lagi kurangl menyetujuinya. (Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Khalidah Ustman selaku Ketua Adat dil Desa lMahato, 

lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau pada tanggal 19 

November 2022). 

 Perbuatanl marlojong “kawinl Marlojong” inil dilakukan olehl seorang 

lpemuda, yangl disebut denganl bayo, denganl membawa seorangl anak 
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lgadis, yangl disebut denganl boru kel rumah orangl tua/ keluargal pihak 

llaki-lakil tanpa diketahuil oleh orangl tua lperempuan. Secaral umum, 

orangl tua pihakl perempuan kurangl menyetujui perkawinanl seperti inil 

karena adanyal perbedaan statusl sosial. (Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Khalidah Ustman selaku Ketua Adat dil Desa lMahato, 

lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau pada tanggal 19 

November 2022). 

 Kawinl Marlojong (lmarlojong) ialahl perkawinan yangl dilakukan tanpal 

sepengetahuan keluargal si perempuanl yang manal perempuan ditangkol 

oleh llaki-lakil tersebut danl berjanji jumpal di suatul tempat danl dari 

tempatl itulah llaki-lakil dan perempuanl itu Marlojongl ke rumahl laki-

lakil tersebut. Kawinl Marlojong (lmarlojong), perempuanl dibawa olehl 

laki-lakil kerumahnya denganl maksud untukl menikah, tapil belum 

selesail urusan adatl dan lagamanya. (Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Khalidah Ustman selaku Ketua Adat dil Desa lMahato, 

lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau pada tanggal 19 

November 2022). Kawinl marlojong terjadil pada umumnyal karena 

lorangtua, khususnyal orangtua lgadis, tidakl menyetujui jodohl pilihan 

lanaknya. Adal berbagai alasanl yang diberikanl baik olehl orangtua 

pihakl bayo maupunl orangtua pihakl boru, antaral lain karenal 

perbedaan statusl social. Akibatnyal bayo danl boru yangl bersangkutan 

mencaril jalan lainl dengan caramarlojong, kawinl Marlojong, ataul 

disebut jugal mambaen lrohana, memperturutkanl kemauan lsendiri. 

Dalaml hal marlojongl ini bayol membawa borul kerumah 
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Orangtuanya/lsimatobangnya. Apabilal dilakukan, adal beberapa hall 

yang harusl mereka lakukanl sebelum merekal meMarlojongkan ldiri. 

lPertama, borul harus memberil tanda bahwal dia telahl kehetubagasna, 

atau disebut juga dengan lakka matobang/lmenikah. Tandal itu berupal 

abitpartingga/kain partinggall disertai sepucukl surat danl sejumlah uangl 

sebagai lpandok-ldok, lpemberat, yangl diberikan olehl pemuda itul 

dengan maksudl untuk memberitahukanl kepada orangtuanyal bahwa dial 

telah berketetapanl hati untukl menikah denganl si anu/laki-laki, namal 

bayo/calon suaminya itul yang tinggall di Hutaanu/kampung/desa. 

(Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khalifah Ustman selaku 

Ketua Adat dil Desa lMahato, lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, 

Riau pada tanggal 19 November 2022). 

 Peristiwal ini umumnyal berlangsung padal malam haril dan barul 

diketahui orangtual setelah keesokanl harinya. lPagi-pagil itu ibunyal 

was-wasl mengapa borunyal terlalu lamal tidak keluarl kamar. 

 Kawinl Marlojong terjadil pada umumnyal karena lorangtua, khususnyal 

orangtua lgadis, tidakl menyetujui jodohl pilihan lanaknya. Adal berbagai 

alasanl yang diberikanl baik olehl orangtua pihakl bayo maupunl orangtua 

pihakl boru, antaral lain karenal perbedaan lsosial. Akibatnyal pasangan 

bayol dan borul yang bersangkutanl mencari jalanl lain denganl cara 

lmarlojong, kawinl Marlojong, ataul disebut jugal mambaen lrohana, 

memperturutkanl kemauan lsendiri. Dalaml hal marlojongl ini, bayol 

membawa borul ke rumahl simatobangnya (Parsadaan, 2018, p. 552). 

 Hal ini juga disampaikan oleh salah satu orang yang melakukan kawin 
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marlojong dil Desa lMahato, lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, 

Riau ia mengatakan bahwa: 

 “Mereka melakukan kawin Marlojong/kawin marlojong 

karena takut tidak direstui oleh orang tua, dan selain itu juga Penyebab 

penyebab laki-laki dan perempuan di desa mahato melakukan kawin 

marlojong adalah untuk menghindari upacara adat karena untuk 

upacara adat membutuhkan biaya yang besar sehingga memilih kawin 

marlojong saja”.  (Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tiara 

selaku orang yang melakukan kawin marlojong dil Desa lMahato, lKec. 

Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau pada tanggal 22 November 

2022). 

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kawin 

marlojong ini diadakan oleh pihak laki-laki dan perempuan agar tetap 

Bersama karena ditakutkan tidak mendapat restu dari orang tua 

mereka. Pendapat tersebut juga di pertegas oleh Kepala Dusun Desa l 

Mahato, lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau Bapak: 

“Beliau menjelaskan kenapa masyarakat memilih kawin 

marlojong, karena kebanyakan tidak adanya persetujuan dari orang tua 

seperti orang tua melihat dari segi materi. Ataupun orang tua dari 

pihak perempuan tidak bisa menerima dari pihak laki-laki sehingga 

pasangan tersebut memilih kawin marlojong. Selain itu juga Penyebab 

penyebab terjadi kawin marlojong, banyaknya tuntutan dari orang tua 

dari pihak laki-laki seperti dari segi materi sehingga pihak perempuan 

memilih kawin marlojong saja”. (Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak selaku Kepala Dusun di Desa Mahato, Kec. Tambusai 

Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 18 Februari 2023).  

Menurut pendapat penulis kawin marlojong ini merupakan cara 

agar anak laki-laki dan perempuan yang sedang menjalin suatu hubungan 

tetap selalu Bersama karena apabila mereka mengikuti tradisi ataupun 

adat mereka tidak akan bisa memenuhi nya sehingga pihak mereka 

memilih untuk kawin marlojong saja.  

Menurut bukul Adat Budayal Batak lAngkola, lmarlojong “kawinl 

Marlojong” adalahl remaja putril dibawa Marlojongl oleh remajal putera kel 

rumah orangl tuanya karenal orang tual putri tidakl berkenan (Sutan, 2015, 

p. 70). Padal garis besarnyal yang seringl terjadi dalaml perkawinan adalahl 

kawin Marlojongl (borul marlojong) danl kawin yangl dipabuat (lresmi). 
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Marlojongl tangko lbinoto, dimanal Seorang gadisl kawin atasl 

sepengetahuan orangl tuanya. Tetapil belum resmil menurut adatl dan 

beluml diberi tahul kepada Hatobangonl dan Harajaonl di Hutal tersebut.  

Perbuatanl marlojong “kawinl Marlojong inil dilakukan olehl seorang 

lpemuda, yangl disebut denganl bayo, denganl membawa seorangl gadis, 

yangl disebut denganl boru kel rumah orangl tua/keluargal pihak llaki-lakil 

tanpa diketahuil oleh orangl tua lperempuan. Secaral umum, orangl tua 

pihakl perempuan kurangl menyetujui perkawinanl seperti inil karena 

adanyal perbedaan statusl sosial. 

Hal ini sependapat dengan penyampaian dari ketua adat dan kepala 

dusun dil Desa lMahato, lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau 

mengatakan bahwa: 

“Adanya kawin marlojong karena Penyebab ekonomi sehingga 

dinikahkan secara adat mandailing yaitu kawin marlojong agar biaya 

nya lebih ringan. Selain itu juga masyarakat suku/adat Mandailing 

dalam hal ini masyarakat adat mandailing selalu ada kawin Marlojong 

marlojong karena sudah identik dari adat mandailing, dan untuk syarat 

apal saja yangl perlu dil persiapkan dalaml rangka kawinl marlojong 

yaitu pertamanya, persiapan tombak boah-boah yaitu menanyakan 

kepada pihak keluarga dan diskusi dengan pihak perempuan dan laki-

laki. Selain itu meninggalkan kain bagi pihak perempuan untuk 

menandakan mereka ingin kawin Marlojong.” (Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Khalidah Ustman selaku Ketua Adat dil 

Desa lMahato, lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau pada 

tanggal 19 November 2022). 

Sama halnya yang penulis katakan seperti penjelasan yang 

diatas tadi bahwa kawin marlojong ini merupakan cara agar anak laki-laki 

dan perempuan yang sedang menjalin suatu hubungan tetap selalu 

bersama karena apabila mereka mengikuti tradisi ataupun adat mereka 

tidak akan bisa memenuhi nya sehingga pihak mereka memilih untuk 

kawin marlojong saja. 

Untuk persiapan kawin marlojong sebenarnya tidak ada 

kenapa, karena tidak boleh disampaikan ditakutkan nanti ketahuan oleh 

pihak orang tua dari pihak perempuan, karena kawin marlojong ini kan 

bisa dikatan “mencuri” anak perempuan tersebut. Namun dalam adat 

mandailing ada satu syarat dalam sistem kawin marlojong untuk 

menandakan bahwa perempuan tersebut dibawa oleh pihak laki-laki 
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bukan untuk main-main saja namun menandakan keseriusan untuk 

berkeluarga dengan pihak laki-laki tersebut. Dalam sistem adat 

mandailing ini dibuatkan sehelai surat dari perempuan namun laki-laki 

yang menulis dengan isi “Bahwa mereka ingin berkeluarga dengan laki-

laki tersebut”. Selain itu pihak perempuan meninggalkan sehelai kain 

diatas tempat tidur sebagai bentuk kawin Marlojong tersebut 

(Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak selaku Kepala Dusun di 

Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 

18 Februari 2023). 

Pendapat tersebut juga diperjelas oleh salah satu orang yang 

melakukan kawin marlojong dil Desa lMahato, lKec. Tambusail Utara, 

lKab. Rokanl hulu, Riau ia mengatakan bahwa: 

“Syarat apal saja yangl perlu dil persiapkan dalaml rangka kawinl 

marlojong yaitu seperti kain shalat atau sarung yang ditinggal kan dan 

sepucuk surat bahwa menjelaskan kami melakukan kawin Marlojong.” 

(Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rambe selaku orang 

yang melakukan kawin marlojong dil Desa lMahato, lKec. Tambusail 

Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau pada tanggal 26 November 2022). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

adat kawin marlojong ini tidak menyulitkan bagi pihak laki-laki maupun 

perempuan untuk melaksanakan pernikahan.  

3. Kulturl Budaya yangl tertanam sejakl dulu  

Sejakl dahulu kawinl marlojong inil merupakan kebiasaanl dan 

merupakanl kultur budayal yang tertanaml sejak ldulu, seperti yang 

dikatakan oleh kepala KUA mengatakan untuk masyarakat suku 

mandailing ini memang rata-rata sering melakukanl kawin Marlojongl 

atau melakukanl kawin marlojongl karena daril dia kecill hal inil juga 

sudahl dilakukan olehl orang dewasal pada saatl itu, danl didukung olehl 

ekonominya tidakl mencukupi dai pihak laki-laki (Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak selaku Kepala KUA dil Desa lMahato, lKec. 
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Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau pada tanggal 3 November 

2022). 

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Kepala dusun ia mengatakan 

bahwa Dalam hal ini adat istiadat ini memang sering terjadi kawin 

Marlojong karena pihak orang tua banyak tidak setuju dengan pihak laki-

laki maka terjadilah adanya kawin Marlojong. Dengan adanya kawin 

Marlojong tersebut mau tidak mau orang tua pihak perempuan 

menyetujui namun ada juga pihak orang tua yang menolak dengan 

adanya kawin Marlojong tersebut dengan menarik anak mereka kembali 

ke rumah orangtuanya. Menurut dalam hukum islam untuk kawin 

Marlojong sendiri salah karena mereka belum mahrom namun karena 

adat kita marlojong kita tidak bisa mengalang-halangi mereka. 

(Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak selaku Kepala Dusun di 

Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau pada tanggal 

18 Februari 2023). 

C. Analisa Praktik Kawin Marlojong Menurut Asas Kerelaan Perkawinan 

Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Mahato  

1. Analisa Praktik Kawin Marlojong Menurut Asas Kerelaan 

Perkawinan 

Perkawinan yang mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah adalah perkawinan yang mampu berpegang teguh terhadap 

asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan menjadi kunci sukses bagi 

pasangan suami istri dalam menjalankan keutuhan rumah tangganya. 

Berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut 
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seharusnya perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik ketentuan agama dan 

kepercayaan, maupun peraturan perundang-undangan maka kelak akan 

dapat mengakibatkan munculnya masalah dalam kehidupan 

berumahtangga. Syarat bahwa perkawinan menganut asas persetujuan 

dan asas kesukarelaan, dimana asas persetujuan merupakan konsekuensi 

dari asas kesukarelaan. Kedua mempelai, baik laki-laki maupun 

perempuan yang akan menikah harus sama-sama rela, dan mau untuk 

dinikahkan, dan dimintai persetujuannya masing-masing (Hasibuan, 

2019, p. 101). 

Asas persetujuan mempengaruhi asas kebebasan, yaitu kebebasan 

untuk memilih pasangan, baik laki-laki maupun perempuan selama tidak 

melanggar aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan 

perundang-undangan. Konsepl kerelaan ataul persetujuan itul sendiri lebihl 

lanjut harusl dipisahkan. Persetujuanl memiliki dual subjek yangl memiliki 

statusl hukum berbedal di kalanganl ulama fikih. Maksud persetujuan di 

sini adalah untuk mempelai perempuan (janda atau gadis). Mazhab 

Syafi‘i misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka 

status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datangnya 

dari anak gadis. Menurut ulama Syafi‘iyah persetujuan tidak begitu 

penting (sunat), bahkan ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, 

maka orang tua dalam tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis 

(Syam, 2017, p. 2). 
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Berbedal dengan mazhabl Syafi‘i dan mazhabl Hanafi berpendapatl 

bahwa antaral status hukuml persetujuan antaral janda denganl anak gadisl 

sama lsaja. Keduanyal wajib dimintail persetujuan. Lebihl lanjut menurutl 

ulama Hanafiahl yang membedakanl antara jandal dengan anakl gadis 

adalahl pada tandal persetujuannya. Kalaul janda harusl tegas, sedangkanl 

anak gadisl cukup denganl diamnya (Susanti et al., 2017, p. 66). 

Mazhabl Hanbali menyikapi persoalanl ini denganl diwakili dual 

pandangan. Satul pandangan diwakilil Ibn Qudamahl dalam kitabnyal al-

Mughni yang menyebutkanl bahwa persetujuanl anak gadisl bukanlah 

sesuatul yang lmenentukan. Artinyal bahwa tanpal adanya persetujuanl anak 

gadisl perkawinan tetapl sah meskipun anakl gadis tidakl menginginkan 

perkawinanl itu. Pandangan ini cenderung mengakuil hak ijbarl bagi lwali. 

Sementaral di pihakl lain, seperti Ibnu Qayyim l al-Jawziyah berpandangan 

bahwal anak gadisl tetap harusl dimintai persetujuanl ketika akanl 

menikahkannya. Ibnl Qayyim lal-Jawziyah lebihl lanjut dalaml karyanya 

Zadl al-Ma‘adl berpendapat bahwal orang tual wajib memintal persetujuan 

kepadal anak gadisl ketika akanl menikahkannya. Hukuml ini jugal 

mewajibkan agarl gadis yangl sudah dewasal tidak dipaksal untuk 

ldinikahkan. Ial tidak bolehl dinikahkan kecualil dengan lpersetujuannya. 

Inilahl pendapat jumhurl salaf danl mazhab Hanafil serta satul riwayat daril 

Imam Ahmadl (Susanti et al., 2017, p. 78).  

Sehingga apabila merujuk pada asas kerelaan maka dalam hal ini 

kawin Marlojong/kawin marlojong menurut pandangan Islam bahwa 

perbuatan kawin Marlojong tersebut bertentangan dengan agama, karena 
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tidak dibenarkan bagi kaum muslim untuk berduaan antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrim, sehingga haram hukumnya. Dalam 

kehidupan sosial kemasyarakatan pada dasarnya kawin Marlojong 

tersebut juga tidak dibenarkan, karena didalamnya ada hal-hal yang 

dilanggar yaitu antara lain: Tidak mengindahkan asas musyawarah dan 

mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga 

maupun masyarakat, karena konotasi dari kawin Marlojong akan 

berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat adapun pandangan-

pandangan Hukum Islam tersebut yaitu, Hukum Agama, Hukum agama 

dalam kaitannya dengan perkawinan Marlojong ini adalah jika 

perkawinan tidak didasarkan oleh peraturan Perundang- 

undangan.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

memiliki landasan yang sama yakni mengacu pada konsepsi hukum 

agama sebagaimana yang telah disebutkan didalam ketentuan pasal 2 (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Negara dapat memberikan 

legitimasi secara tertulis tentang kedudukan perkawinan yang telah 

dilaksanakan (Arso, Sostroatmodjo, 2018, p. 99). 

2. Analisa Praktik Kawin Marlojong Menurut Kompilasi Hukum Islam   

Pasall 1 lUndang - Undangl Nomor 1l Tahun 1974l tentang 

Perkawinanl menyatakan lbahwa: “Perkawinanl adalah ikatanl lahir 

bathinl antara seorangl pria danl seorang wanital sebagai suamil isteri 

denganl tujuan membentukl keluarga (rumahl tangga) yangl bahagia danl 

kekal berdasarkanl ketuhanan yangl maha lesa”. 

Adapunl rukun pernikahanl yang harusl dipenuhi dalaml suatu 
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acaral perkawinan adalahl calon mempelail laki-llaki, calonl mempelai 

lperempuan, walil dari mempelail perempuan yangl akan mengakadkanl 

perkawinan, dual orang lsaksi, sertal ijab danl kabul. Menurutl Amir 

Syarifuddin, rukunl dan syaratl menentukan suatul perbuatan lhukum, 

terutamal yang menyangkutl dengan sahl atau tidaknyal perbuatan tersebutl 

dari segil hukum. Dalaml suatu acaral perkawinan, rukunl dan syaratl tidak 

bolehl tertinggal, dalaml arti perkawinanl tidak sahl bila keduanyal tidak 

adal atau tidakl lengkap.  

Dapatl dipahami bahwal keseluruhan rukunl pernikahan tersebutl 

harus adal dalam sebuahl perkawinan, tidakl ada alasanl untuk tidakl 

melengkapi kelimal unsur tersebutl dalam acaral perkawinan. Dalaml 

Kompilasi Hukuml Islam Babl II pasall 2, perkawinanl merupakan akadl 

yang palingl sakral danl agung dalaml sejarah perjalananl hidup manusial 

dalam Islaml disebut sebagail mitsaqan lghalidhan, yaitul akad yangl sangat 

kuatl untuk mentaatil perintah Allahl dan melaksanakannyal merupakan 

libadah. Selainl itu perkawinanl juga merupakanl suatu hall yang pentingl 

dalam realital kehidupan umatl manusia. Karenal dengan perkawinanl 

kehidupan rumahl tangga dapatl ditegakkan danl dibina sesuail dengan 

normal agama danl tata kelakuanl atau adatl istiadat masyarakat l setempat. 

Rumahl tangga memungkinkanl manusia mendapatl keturunan sebagail 

penerus generasil masa ldepan. 

Adapunl bunyi Pasall 2 tersebutl sebagai lberikut:  

“Perkawinanl menurut hukuml Islam adalahl pernikahan, yaitul 

akad yangl sangat kuatl atau mitsaqanl ghalidzan untukl mentaati perintahl 

Allah danl melaksanakannya merupakanl ibadah”. 
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Kawinl Marlojong merupakanl jenis perkawinanl yang dilakukanl 

seorang llaki-lakil dan perempuanl dengan tujuanl untuk lmenikah. Kawinl 

Marlojong bukanl berarti kawinl sambil lMarlojong, melainkanl 

perkawinan yangl dilakukan olehl seorang llaki-lakil dengan seorangl 

perempuan karenal tidak direstuil oleh orangl tuanya, baikl tidak direstuil 

oleh orangl tua pihakl mempelai perempuanl maupun pihakl mempelai 

llaki-llaki. Kawinl Marlojong yangl dilangsungkan biasanyal 

menghindarkan diril dari berbagail keharusan denganl cara pelamaranl atau 

peminanganl atau jugal menghindarkan diril dari lrintangan-rintanganl yang 

datangnyal dari orangl tua.  

Kawinl Marlojong tanpal persetujuan orangl tua berdasarkanl 

Undang-Undangl perkawinan dil Indonesia berdasarkanl Undang-Undangl 

Nomor 16l Tahun 2019l tentang lPerkawinan, selamal memegang teguhl 

dan menaatil ketentuan syaratl dan ketentuanl dalam hukuml positif 

lIndonesia. ketentuan yangl dimuat dalaml Kompilasi Hukuml Islam. Padal 

bab 4l tentang rukunl dan syaratl perkawinan dinyatakanl bahwa lunsur-

unsurl (lrukun) yangl harus dipenuhil dalam akadl perkawinan yaitul lima 

lmacam. Hall ini sebagaimanal yang tertuangl dalam Pasall 14 tentangl 

rukun danl syarat dalaml melaksanakan perkawinanl harus lada: a. Calonl 

Suami; b. Calonl Isteri; c. Walil nikah; d. Dual orang saksil dan; e. Ijabl dan 

lKabul”.  

Daril beberapa keteranganl seperti telahl dikemukakan penelitil di 

latas, dapatl dipahami bahwal rukun danl syarat menentukanl suatu 

perbuatanl hukum, terutamal yang menyangkutl dengan sahl atau tidaknyal 
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perbuatan tersebutl dari segil hukum. 

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah 

melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara 

seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara 

kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah 

pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang 

diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang 

diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar Basyir, 2019, p. 10). Dapat 

disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan atau nikah adalah 

suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga 

dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.  Perkawinan adalah suatu 

proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan 

memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar 

bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik 

di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak anak yang 

kemudian dilahirkan (I Ketut, 2017, p. 92). 

Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, 

adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu 

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan 
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan arti perkawinan (Saleh & Muhhib, 

2004, p. 89). 

Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa 

perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” 

atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” 

adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu 

hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup 

bersama, sebagai suamiistreri, dengan kata lain dapat disebut 

“hubungan formil”. Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah 

merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak 

dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus 

ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi 

rapuh”.  

Hukuml Islam merupakanl syari’at yangl diturunkan olehl Allah 

SWTl kepada Nabil SAW yangl mengatur tentangl kehidupan umatl 

manusia dil dunia, denganl tujuan untukl menuntut umatl manusia kepadal 

keselamatan dunial dan lakhirat. Hukuml Islam merupakanl hukum yangl 

bersumber daril al-Qur’anl dan lal-lHadits, selanjutnya l dikaji danl 

melahirkan lijma’ danl qiyas. Olehl karena litu, dil kalangan paral mujtahid 

terdapatl tiga sumberl hukum Islaml yang disepakatil dan tidakl 

diperdebatkan, yaitul al-lQur’an, lal-lHadits,danl sumber-sumberl hukum 

yangl lainnya. Bagil seorang musliml hukum Islaml merupakan pedomanl 

dalam menjalanil kehidupan, karenal dalam perspektifl Islam terdapatl dua 

bentukl hukum, yaitul hukum dalaml aspek keperdataanl dan aspekl 

kepidanaa (Syarifuddin, 2018, p. 109).  

Adapunl dalam aspekl keperdataan antaral lain adalahl masalah 

lperkawinan. Dalaml masalah lperkawinan, sudahl diatur sedemikianl rupa 

dalaml hukum lIslam, sehinggal seseorang tidakl boleh melakukanl sesuatu 

yangl bertentangan denganl hukum perkawinanl dalam lIslam. Untukl 

tercapatinya tujuanl perkawinan, yaitul sakinah,mawaddahl dan lrahmah, 
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makal harus memperhatikanl dasar-dasarl hukum tentangl perkawinan, 

lrukun, lsyarat, danl hal-hall lain yangl termasuk dalaml larangan sertal yang 

merusakl dari perkawinanl itu lsendiri. lMemang, secaral prinsip dalaml 

lapangan muamalahl setiap perbuatanl pada asalnyal dibolehkan, apabilal 

belum adal dalil lmelarang. Kemudianl dalam masalahl perkawinan, Islaml 

juga tidakl memberatkan kepadal pihak-pihakl yang akanl melangsungkan 

lperkawinan, sepertil mahar, perhelatanl (lwalimahan) (Syarifudin, 2011, p. 

105). 

Maharl memang wajibl dalam suatul perkawinan, tetapil Islam tidakl 

menentukan jumlahl mahar ltersebut, tapil sesuai denganl kemampuan lsaja. 

Demikianl juga halnyal dengan perhelatanl atau lwalimahan, apalagil 

terhadap masalahl adat yangl banyak dilakukanl dalam masyarakatl yang 

padal intinya banyakl memberatkan pihakl laki-llaki, sehinggal akhirnya 

banyakl orang melakukanl tindakan-tindakanl atau lcara-caral yang 

bertentanganl dengan lprinsip-prinsipl hukum perkawinanl yang sudahl 

diatur dalaml hukum lIslam. Sebagaimanal firman Allahl SWT yangl 

terdapat dalaml al-Qur’anl surat lal-Baqarahl [2] ayatl 236; lan-lNisaa’ [4] 

ayatl 3-4, l20, l21, l24-l25; lal-Maidahl [5] ayatl 5; lan-Nuurl [24] ayatl 32, lar-

Ruuml [30] ayatl 21; lal-Mumtahanahl [60] ayatl 10, danl lain-llain.  

lAl-Qur’anl memandang pernikahanl sebagai salahl satu 

peristiwal yang terpentingl dalam kehidupanl manusia, tidakl kurang 

daril seratus ayatl yang          membicarakanl tentang penikahanl dengan 

segalal problematikanya. Keseluruhan ayat tersebutl memberikan 

tuntunanl moral kepadal manusia bagaimanal seharusnya menjalani 
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pernikahanl agar dapatl berfungsi sebagail jembatan yangl mengantarkan 

manusia (llaki-lakil dan lperempuan) menujul kehidupan sakinahl (ldamai, 

tenangl dan lbahagia) yangl diridhoi Allahl SWT. Untukl itu, Islaml 

merumuskan sejumlahl ketentuan yangl harus dipedomani yang meliputil 

tata caral seleksi calonl suami/istril (memilihl jodoh), lpemingan, 

pemenuhanl mahar danl lain-llain.  

Ketentuanl yang tidakl kalah pentingnyal adalah menyangkutl 

syarat sahnyal perkawinan. Paral ulama telahl merumuskan berdasarkanl 

al-Qur’anl dan sunnahl terkait denganl sejumlah syaratl dan rukunl 

perkawinan, yaitul adanya calonl suami/listri, lwali, dual orang lsaksi, 

maharl dan terlaksananyal ijab danl qabul. Pelaksanaanl perkawinan dil 

tengah masyarakatl Desa lMahato, lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl 

Hulu, Riaul tidak semuanyal diawali denganl peminangan ataul pelamaran, 

caral yang berbedal sering terjadil yaitu denganl cara kawinl Marlojong 

sebagaimanal banyak diuraikanl sebelumnya. lNamun, yangl menjadi 

persoalanl adalah bilal kawin Marlojongl tersebut berimplikasil terhadap 

prosesl ijab danl qabul, yaitul bila walil dari sil perempuan tidakl mau 

menikahkanl anaknya (tidakl mau menjadil wali). Danl juga persoalanl 

lainnya yangl muncul adalahl perdebatan dalaml mahar yangl harus 

disepakatil (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khalidah Ustman 

selaku Ketua Adat dil Desa lMahato, lKec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, 

Riau pada tanggal 19 November 2022). 

Dil dalam lperkawinan, maharl adalah kewajibanl yang harusl 

dibayarkan olehl calon suamil kepada calonl istri. Hall ini didasarkanl 

kepada fimanl Allah SWTl dalam suratl an-Nisal ayat l4: 
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lArtinya: “Berikanlahl mas kawinl (lmahar) kepadal wanita (yangl 

kamu lnikahi) denganl penuh lkerelaan”.  

Mazhabl Maliki menyebutkanl bahwa maharl harus dibayarkanl 

oleh suamil kepada istrinyal meskipun hanyal menyentuh istirinyal sebagai 

dendal atau uangl ganti (uangl konvensasi) bagil walinya. Daril penjelasan 

Mazhabl Maliki tersebutl dapat disimpulkanl bahwa sentuhanl suami 

(dalaml arti lmajasi, denganl maksud hubunganl badan) merupakanl syarat 

wajibnyal membayar lmahar. Karenal itu menurutl Mazhar Malikil tidak 

wajibl manghadirkan maharl pada saatl melakukan akadl nikah. 

Sedangkanl menurut lHanafi, maharl adalah kewajibanl tambahan 

dalaml akad lnikah, samal statusnya denganl nafkah. Akadl nikah adalahl 

akad pertukaranl manfaat antaral suami danl istri. Akadl nikah merupakanl 

syarat pertamal untuk boleh dan adanyal hak bagil masing-masingl untuk 

menukarl manfaat danl untuk mendapatkan manfaat l tersebut suamil wajib 

mambayarl mahar. Karenal itu kalaul akad nikahl sudah terjadil (lsah) 

berartil wajib membayarl mahar ((Nasution, 2019, p. 3). 

Dalam Hukum Islam dimana l kawin Marlojongl itu bertentanganl 

dengan hukum islam denganl alasan karenal Kawin Marlojong (kawin 

lMarlojong) dil lakukan hanyal atas persetujuanl yang melakukanl kawin 

Marlojongl tanpa disertail atas persetujuanl orang tual atau lwali. 

Sedangkanl syarat sahnyal perkawinan dil dalam Agamal islam yaitul salah 

satunyal harus denganl persetujuan orangl tua ataul wali (menurutl mazhab 

lsyafi’i) yangl mazhabnya banyakl dipakai dil Indonesia. Ketikal wanita 

menikahl tanpa walil maka nikahnyal batal, sebagaimanal Hadist 
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Rasulullahl S.a.w daril ummu salamahl bahwa takkalal Rasulullah lS.a.wl 

meminangnya untukl dinikahi dial berkata kepadal Rasulullah lS.a.w:  

“tiadal seorang punl hai Rasulullahl diantara lwali-walikul yang 

lhadir.” 

Makal bersabda Rasulullahl S.a.w : 

“Tiadal seorang punl walimu baikl yang lhadir, maupunl yang tidakl 

hadir (lghaib) dapatl menolak perkawinanl kita” . 

Adapunl hadis selanjutnyal yang dil riwayatkan olehl imam Ahmadl 

dan All Tarmidzi berasall dari Sitil Aisyah (Istril Rasulullah) yangl 

berbunyi sebagail berikut: “barangl siapa dil antara perempuanl yang nikahl 

dengan tidakl seizin walinyal nikahnya itul batal” Dalaml hadis Rasulullahl 

S.a.wl tersebut terlihatl bahwa seorangl perempuan yangl hendak menikahl 

disyaratkan harusl memakai lwali, berartil tanpa walil maka nikahl itu batall 

menurut hukuml Islam ataul nikahnya tidakl sah. Berdasarkanl dari kedual 

hadis Rasulullahl S.a.wl tersebut diatasl maka dapatl disimpulkan bahwal 

kawin Marlojongl itu bertentanganl dengan normal agama. Meskipunl 

terbagi daril beberapa mazhabl seperti mazhabl Syafi’i yangl 

mengharuskannya perkawinanl itu harusl di sertail dengan persetujuanl 

orang tual atau walil dan mazhabl hanafi yangl mengatakan bahwal wali 

nikahl itu tidakl merupakan syaratl untuk syaratl sahnya lpernikahan, tapil 

baik itul laki-lakil atau wanital yang hendakl melangsungkan pernikahanl 

hendaknya mendapatl restu daril orang ltuanya.  

Jikal dilihat daril syarat danl bagaimana harusnyal pernikahan dil 

langsungkan kawinl Marlojong tentunyal diharamkan olehl Islam, apalagil jika 
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tanpal ada walil dan saksil yang lmenyaksikan. Tentunyal melanggar syaratl sah 

pernikahanl dan akanl merugikan diril kita sendiril di kemudianl hari. Islaml 

memberikan syaratl untuk adanyal Wali Nikahl dan Saksil bertujuan agarl ada 

yangl melindungi, adal pihak yangl menyaksikan, danl jika dil kemudian haril 

terdapat masalahl tentunya akanl mudah untukl meminta pertanggungjawabanl 

dan bantuanl dari berbagail pihak. (https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-

kawin-Marlojong-dalam-islam diakses pada tanggal 09 April 2023).  

Hall ini jugal disampaikan dalaml beberapa hadistl yang lada, sebagail 

berikut: 

1. Tidakl Ada Nikahl Kecuali denganl Wali 

“Daril Abu lMusa, Nabil saw lbersabda, “Tidakl ada nikahl kecuali denganl 

wali.” (HRl Ahmad, Abul Daud, lAt-lTirmidzi, danl Ibnu lMajah). Dil dalam 

hadistl di atasl dijelaskan bahwal tidak adal pernikahan kecualil dengan 

lwali. Untukl itu, pernikahanl yang dilakukanl secara ldiam-diaml atau 

istilahl lainnya adalahl tanpa lwali, makal hal itul tentu ldilarang. Janganl 

sampai kital melakukan kawinl Marlojong tanpal wali, danl kita menyesall 

kemudian lharinya. Tentul hal tersebutl juga berdosal dihadapan lAllah, 

melanggarl hukum yangl telah Allahl tetapkan. 

2. Batall Pernikahan Jikal Tanpa Walil 

Daril Aisyah lra, Nabil saw lbersabda, “Siapal saja wanital yang 

menikahl tanpa idzinl walinya, makal pernikahannya lbatal. Jikal dia 

(lsuami) sudahl berhubungan badanl dengannya, makal dia (listri) berhakl 

mendapatkan maharl sebagai imbalanl dari kahalalanl kemaluannya. Andail 

mereka lberselisih, makal sultan (lpenguasa/hakiml dan yangl mewakilinya-

https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-kawin-lari-dalam-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-kawin-lari-dalam-islam
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lpen,) adalahl wali bagil orang yangl tidak memilikil wali.” (lHR. lAhmad, 

Abul Daud, lAt-lTirmidzi, Ibnul Majah 

Dil dalam hadistl di atasl dijelaskan bahwal pernikahan yangl tanpa 

adal izin walil maka pernikahanl tersebut akanl menjadi lbatal. Untukl itu, 

jikal tak adal wali makal pemerintah ataul penguasa ataul hakim saatl itu 

bisal menjadi lwalinya. Hanyal saja hall ini bisal dilakukan jikal memang 

sudahl tidak adal siapa-siapal lagi danl memang tidakl ada keluargal yang 

lbertanggungjawab. 

4. Tanpal Saksi danl Wali Pernikahanl Tidak Sahl 

“Tidakl (lsah) pernikahanl tanpa walil dan dual orang lsaksi.” (lHR. lAhmad) 

Hadistl di atasl menunjukkan bahwal pernikahan tanpal saksi danl wali 

adalahl hal yangl dilarang ataul diharamkan olehl Allah lSWT. Tentul saja, 

janganl sampai paral muslim danl muslimah menjadikanl kawin Marlojongl 

sebagai pilihanl karena pernikahanl tersebut tidakl sah danl tidak dianggapl 

dalam lislam. Aturanl ini tentunyal bukan dalaml rangka mengekangl dan 

membatasil hak manusial untuk lmenikah. Akanl tetapi hall ini dilakukanl 

agar umatl islam terjagal dari lbentuk-bentukl pelanggaran hukuml dan 

pihakl yang tidakl bertanggungjawab. (https://dalamislam.com/hukum-

islam/hukum-kawin-Marlojong-dalam-islam diakses pada tanggal 09 April 

2023). 

Perkawinan marlojong memiliki makna yang negatif, yaitu syarat 

perkawinan tidak terpenuhi seluruhnya menurut ketentuan l hukum yangl 

berlaku dil Indonesia. Misalnya dalam praktik perkawinan marlojong kerap 

kali yang bersangkutan baik itu dari pihak laki laki maupun perempuan tidak 

https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-kawin-lari-dalam-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-kawin-lari-dalam-islam
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mempunyai wali. Bahkan agar perkawinan tersebut tetap dilaksanakan pihak 

yang melakukan kawin Marlojong mewakilkan wali nikahnya kepada orang 

lain yang bukan orang tua mereka, karena dalam praktinya orang tua yang 

bersangkutan akan menolak untuk menjadi wali nikah karena pernikahan 

yang dilakukan oleh anaknya tidak direstui olehnya (Nasution, 2019, p. 3). 

Kawin marlojong sudah pasti menimbulkan sebuah konsekuensi 

secara sosial. Setiap orang yang melakukan kawin Marlojong akan 

mendapatkan respon yang kurang baik dibanding mereka yang kawin sesuai 

dengan ketentuan Adat Mandailing yaitu dipaturut. Karena sebelumnya 

perempuan sudah dibawa Marlojong oleh pasangannya laki-laki dengan 

harapan agar direstui oleh keluarga mereka, melainkan yang mereka dapat 

adalah penolakan dari keluarga masing-masing. Penolakan tersebut akan 

menimbulkan bahan ejekan dari masyarakat sekitar. Walau demikian 

perkawinan dengan cara kawin Marlojong juga dianggap sebagai sebuah 

perkawinan yang sah secara adat walaupun dalam praktek sering terjadi 

kegagalan karena restu orang tua (Azhari Riyaldi S, 2017, p. 97). 

Salahl satu kasusl yang terjadinyal dalam kondisil ini adalahl adanya 

peristiwal tradisi kawin marlojong yangl dilakukan olehl masyarakat Desal 

Mahato Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan l hulu, Riau. Berdasarkanl uraian dil 

atas, makal dapat ditarikl kesimpulan bahwal pelaksanaan tradisil kawin 

marlojong dil Desa Mahatol Kec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau, 

bertentanganl dengan hukuml Islam. lKarena, dalaml tradisi tersebutl orang tual 

membolehkan anakl gadis pergil keluar rumahl yang ditemanil dengan temanl 

akrabnya danl saudarinya (melakukanl perjalanan) ataul bersama llaki-lakil 
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asing (lajnabi) tanpal ditemani lmahram. lSementara, dil dalam Islaml ditegaskan 

bahwal seorang perempuanl yang keluarl rumah (lperjalanan) harusl bersama 

denganl muhramnya. Hall ini berdasarkanl hadits Rasull SAW dari Ibnu Abbas 

yang lartinya: Tidakl halal seorangl perempuan keluarl rumah kecualil bersama 

mahramnya. (HR. Muslim) 

Adapunl berkaitan denganl dampak yangl ditimbulkan daril 

pelaksanaan merupakanl konsekuwensi daril sesuatu yangl dikerjakan. 

Dalaml hal lini, bilal dilihat daril perspektif hukuml Islam, makal dampak 

dampakl tersebut harusl dihindari. Dil sisi llain, dampakl dari suatul 

perbuatan diketahuil setelah perbuatanl itu ldilakukan. Olehl karena litu, 

sikapl dan tindakanl yang harusl dilakukan adalahl senantiasa selalul terikat 

denganl hukum lsyara’ danl menjadikan aturanl Allah SWTl sebagai 

pedomanl dalam melakukanl sesuatu. Karenal sesuatu itul baik ataul buruk 

hanyal Allah SWTl yang lmengetahui. 

Dil samping litu, berdasarkanl data yangl diperoleh daril lapangan, 

dimanal dari pelaksanaanl kawin marlojong di Desa Mahato Kec. Tambusai 

Utara, Kab. Rokanl hulu, Riau, terdapatl sisi positifl (lmanfaat), yaitul 

merupakan solusil agar dipermudahl dalam melangsungkanl akad 

lpernikahan. lKarena, pihakl laki-lakil tidak memilikil kesanggupan ekonomil 

untuk memenuhil permintaan adatl yang ditetapkanl oleh keluargal dari 

pihakl perempuan. Akanl tetapi, daril keseluruhan datal yang ldiperoleh, 

ternyatal lebih besarl kemudharatan daril pada lmanfaat.   

Berdasarkan fakta dari l pelaksanaan kawin marlojong dil Desa 

Mahatol Kec. Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau jelasl bahwa 
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kemaslahatanl yang dimaksudl adalah kemaslahatanl menurut perspektifl 

masyarkat. Hall ini tentunyal bertolak belakangl dengan kemaslahatanl 

dalam perspektifl Islam, Secaral sederhana maslahatl itu diartikanl sesuatu 

yangl baik danl dapat diterimal oleh akall yang lsehat. Diterimal akal, 

mengandungl arti bahwal akal itul dapat dipahamil oleh lakal, kenapal Allah 

lmenyuruh, yaitul karena mengandungl kemaslahatan untukl manusia baikl 

dijelaskan sendiril alasannya olehl Allah ataul tidak (Syarifuddin, 2018, p. 

207). 

Ayahl dan ibul adalah orangl yang palingl dimuliakan olehl Allah, 

sehinggal dalam ayatl tertentu disebutkanl bahwa setelahl kewajiban untukl 

hanya mengabdi lkepada-Nyal diperintahkan untukl bersyukur danl berbuat 

baikl kepada ibul bapak. Dil sisi llain, ketikal seorang lanak, khususnyal 

perempuan, beranjakl dewasa, seorangl ayah memilikil hak untukl 

menikahkannya denganl lelaki terbaikl pilihannya. Meskipunl demikian, 

seorangl anak jugal memiliki hakl untuk menerimal atau menolakl pilihan 

ayahnyal sesuai denganl ketentuan lsyariat. Jalanl keluar yangl diberikan 

olehl negara adalahl melalui gugatanl wali ‘aḍall ke pengadilanl agama 

sebagaimanal diatur dalaml Pasal 23l Angka (l1) danl (l2) Kompilasil Hukum 

lIslam. Hakiml pengadilan agamal dapat menilail secara syarakl lelaki 

terbaikl untuk anakl perempuan ltersebut. Dalaml hal lini, hakiml melalui 

pengadilanl agama dapatl mengambil alihl kewenangan ayahl sebagai walil 

dan memindahkannyal pada walil hakim untukl menikahkan anakl 

perempuannya (Ayang, 2016, p. 86). 
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Banyakl alasan ibul bapak untukl menolak calonl suami pilihanl 

anaknya. Dil antara alasanl keengganan ibul bapak dil Ranah Batahanl yaitu 

karenal status calonl pasangan itul di tengahl masyarakat. Hall ini 

menunjukkanl bahwa statusl memiliki peranl yang pentingl di tengahl 

masyarakat, sebagaimana l dikemukakan olehl Yakin, karenal bisa berujungl 

pada lperceraian. Selainl itu, pilihanl untuk kawinl Marlojong tidakl hanya 

disebabkanl oleh keenggananl orang tual karena statusl sosial, tetapil juga 

karenal pilihan orientasil seksual yangl berbeda daril orang kebanyakanl dan 

usial anak yangl masih belial (Salenda, 2016, p. 95). 

Jika diikuti makna kawinl Marlojong yangl dilakukan jauhl dari 

kediamanl orang tual dan denganl wali perempuanl yang jugal tidak 

diketahuil hubungannya denganl pihak perempuanl atau bahkanl pernikahan 

itul tidak ldicatatkan, makal secara umuml marlojong tidakl termasuk padal 

jenis kawinl Marlojong sepertil ini. Marlojongl umumnya adalahl semata 

caral adat menyelesaikanl keengganan walil untuk menikahkanl anaknya 

tanpal mereka harusl mengajukannya kel pengadilan lagama. Demikian juga 

dalaml pandangan masyarakat Lombok, bahwa l kawin Marlojongl ini 

adalahl hal yangl dianggap memalukanl dan pasanganl itu mendapatkanl 

sanksi sosiall dari lmasyarakat. (Herliana dkk, 2018, p. 61–67). 

 Adapunl marlojong tidakl bisa sepenuhnyal dipandang sebagail 

sesuatu yangl buruk, karenal adat parobananl yang tidakl ditetapkan harusl 

demikian dalaml agama, menjadil Penyebab yangl memberatkan padahall 

agama mengingatkanl agar pernikahanl itu ldimudahkan. Salahl satu 

kemudahanl itu adalahl dengan membolehkan maharl yang bernilail rendah 
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tetapil disetujui olehl kedua belahl pihak. Olehl karena litu, mendahulukanl 

agama daril adat tidakl harus menjadil sesuatu yangl memalukan. Demikianl 

juga, mendahulukanl adat dalaml rangka menyelesaikan sengketa l 

keagamaan (lperkawinan) jugal boleh untukl dilakukan demil tercapainya 

ltujuan-tujuanl agama yaitul membangun kemaslahatanl masyarakat. 

Bilal merujuk kepadal dalil lsyara’ dil atas, jelasl bahwa dalaml 

perspektif Islaml kemaslahatan diukurl dari sejauhmanal terikatnya denganl 

hukum lsyara’. lKarena, hukuml syara’ diturunkanl Allah SWTl semata 

untukl mengatur hidupl manusia. Denganl demikian, yangl mengetahui 

bahwal dari suatul perbuatan terdapatl kemaslahatan ataul tidak, hanyal 

ditentukan danl ditetapkan olehl Allah lSWT.  

Setelahl dilihat daril bentuk pelaksanaanl dan dampakl yang ditimbulkanl dari 

pelaksanaanl kawin marlojong di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan l 

hulu, Riau, sehinggal menarik suatul kesimpulan daril kawin marlojong  yaitul 

bertentangan dengan l hukum Islaml dan berstatusl hukum haraml bagi seorangl 

muslim yangl melakukannya. 
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D. KESIMPULAN DAN SARAN  

a. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penyebab yang melatarbelakangi praktik kawin  Marlojong di Adat 

Mandailing yaitu, padal umumnya karenal orangtua, khususnyal orangtua 

perempuan, tidakl menyetujui jodohl pilihan lanaknya. Tidakl ada restul 

dari orang tua baikl dari pihakl si perempuanl atau pihakl dari keluargal si 

llaki-llaki, yangl menjadi sebabl tidak disetujuinyal perkawinan yangl akan 

diwujudkanl oleh llaki-lakil dan perempuanl yang terjadil di Desal Mahato, 

Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan hulu, Riau karena l tidak sesuainyal 

pasangan yangl dipilih denganl harapan danl keinginan daril orangtua. 

Selain itu juga karena tidak adanya uang untuk membayar mahar maka 

orang tersebut melakukan kawin marlojong ini, kawinl marlojong inil 

merupakan kebiasaanl dan merupakanl kultur budayal yang tertanaml sejak 

ldulu.  

2. Analisa Praktik Kawin Marlojong Menurut Asas Kerelaan Perkawinan 

Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Mahato yaitu, 

Perkawinan marlojong memiliki makna yang negatif, yaitu syarat 

perkawinan tidak terpenuhi seluruhnya menurut ketentuan l hukum yangl 

berlaku dil Indonesia. Misalnya dalam praktik perkawinan marlojong 

kerap kali yang bersangkutan baik itu dari pihak laki laki maupun 

perempuan tidak mempunyai wali. Bahkan agar perkawinan tersebut 

tetap dilaksanakan pihak yang melakukan kawin Marlojong mewakilkan 

wali nikahnya kepada orang lain yang bukan orang tua mereka, karena 
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dalam praktinya orang tua yang bersangkutan akan menolak untuk 

menjadi wali nikah karena pernikahan yang dilakukan oleh anaknya tidak 

direstui olehnya. Pelaksanaan kawin marlojong dil Desa Mahatol Kec. 

Tambusail Utara, lKab. Rokanl hulu, Riau, bertentanganl dengan hukuml 

Islam, lkarena, dalaml tradisi tersebutl orang tual membolehkan anakl gadis 

pergil keluar rumahl yang ditemanil dengan temanl akrabnya danl 

saudarinya (melakukanl perjalanan) ataul bersama llaki-lakil asing (lajnabi) 

tanpal ditemani lmahram. lSementara, dil dalam Islaml ditegaskan bahwal 

seorang perempuanl yang keluarl rumah (lperjalanan) harusl bersama 

denganl muhramnya. 

3. Kawin marlojong sebenarnya sah secara adat dan berdampak positif pada 

laki laki dari kalangan keluarga menengah kebawah, sebab tidak jarang 

laki laki dari keluarga sederhana memiliki hubungan asmara dengan 

perempuan yang kaya raya, mengetahui hal tersebut orang tua dari pihak 

perempuan kerap kali tidak merestui hubungan anaknya dengan laki laki 

yang ekonominya susah, maka dari itu adat mandailing memberi 

alternatif kawin marlojong yang apabila dilakukan kelurga dari pihak 

perempuan mau tidak mau akan menerima laki laki pilihan anaknya, 

kawin marlojong sejak dulu sudah sering terjadi walaupun sebagian 

masyarakat adat mandailing menganggap kawin marlojong ini negatif, 

namun secara adat kawin marlojong sah dan di akui oleh leluhur 

sebelumnya, maka dari itu apabila ada sepasang kekasih melakukan 

kawin marlojong dengan syarat syarat tertentu, seperti menulis surat yang 

berisi bahwa mereka kawin marlojong, menyiapkan uang logam, dan 
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sehelai kain yang di tinggalkan di dalam kamar si perempuan, setelah 

orang tua perempuan mengetahui anaknya di bawa lari dengan niat 

melakukan kawin marlojong maka seluruh masyarakat adat mandailing 

tempat tinggal si perempuan akan menyelenggarakan pertemuan antara 

keluarga pihak laki laki dan perempuan, untuk membahas pelaksanaan 

pernikahan kedua pasangan yang melakukan kawin marlojong, walaupun 

pada praktiknya sebagian orang tua perempuan pada saat pertemuan adat 

tetap menolak anaknya menikah dengan laki laki pilihan anaknya, namun 

raja atau ketua adat di kampung tersebut memiliki wewenang untuk 

mempengaruhi orang tua perempuan agar pernikahan tetap di 

berlangsungkan, karena anak perempuan sudah di bawa lari oleh laki laki 

mahromnya, yang mana saat di bawa lari oleh laki laki tersebut 

masyarakat adat akan beranggapan bahwa pasangan kawin marlojong 

sudah melakukan hal tidak senonoh dan untuk menghilangkan pandangan 

negatif masyarakat adat setempat ketua adat akan menekankan bahwa 

perkawinan harus di laksanakan. 

b. Saran 

Berdasarkanl kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti berikan, 

yaitu:  

1. Kepada perangkat Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Mahato 

disarankan untuk membuatl penyuluhan tentangl perkawinan berdasarkan 

Undang Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang No 

1 Tahun 1974  
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2. Kepadal tokoh lmasyarakat/tokoh adat agar memberikanl arahan kepadal 

pemuda dan pemudi bahwa pernikahan seharusnya dilaksanakan sesuai 

Undang Undang yang berlaku seperti Intruksi Prsiden Nomor 1 Tahun 

1991 penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum 

perkawinan. 

3. Kepada perangkat desa ketika acara hari besar islam yang dilakukan 

setiap tahun seperti maulid nabi atau isra mi’raj, sebaiknya pemateri 

memberikan ceramah tentang perkawinan sesuai perintah islam yang di 

tuangkan dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan 

bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan 

kemudahan tanpa ada pematokan mahar yang tinggi yang menyebabkan 

terjadinya kawin marlojong.  

4. Kepada Orangtua seharusnya memberikan edukasi kepada anaknya 

tentang pernikahan yang di anjurkan oleh Agama dan Undang-Undang 

yang berlaku tentang perkawinan yang sah tanpa menimbulkan dampak 

negatif kepada keluarga seperti halnya kawin marlojong. 
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